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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA  
DI ERA OTONOMI DAERAH 
Oleh : 
Imronah*) 
 
Abstraksi 
Penyelenggaraan Keluarga Berencana Nasional di Era 
Otonomi Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007, dimana Pemerintah Pusat mempunyai 
kewenangan untuk melakukan penetapan kebijakan 
pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka 
kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk 
menetapkan pedoman pengembangan kualitas keluarga. 
Sementara kewenangan selain yang diatur Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan kewenangan 
Daerah 
 
Kata Kunci : Keluarga Berencana dan Otonomi Daerah 
 
Pendahuluan 
Pembagian  kewenangan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999, di mana pada dasarnya seluruh 
kewenangan ada di Daerah, kecuali kewenangan di bidang 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang 
lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat 
dan Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah 
seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi 
kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di luar 
5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan 
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yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, 
norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan 
Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota 
dalam Provinsi yang bersangkutan. 
Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-
hal yang berkait dengan  stabilisasi dan distribusi 
dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih 
tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi 
akan lebih banyak dilaksanakan oleh Daerah, karena 
Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat 
diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.  
Terkait dengan penyelenggaraan Keluarga Berencana 
Nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007, pemerintah pusat mempunyai kewenangan 
untuk melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka 
kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan 
anak, serta kewenangan untuk menetapkan pedoman 
pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini 
bahwa yang masih termasuk sebagai kewenangan Pusat 
(yang akan dilaksanakan oleh BKKBN secara langsung) 
adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti 
perencanaan, penetapan kebijakan nasional, dan pedoman. 
Sementara kewenangan selain yang diatur Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan kewenangan 
Daerah.  
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 43 disebutkan bahwa BKKBN 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang 
berlaku. 
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Pembahasan 
1. Konsep Otonomi Daerah 
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos 
yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-
undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat 
diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985). 
Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdulrahman 
(1997) mengemukakan bahwa : 
1. F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi daerah 
sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangga daerah. 
2. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi 
mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 
tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang 
terbatas atau kemandirian itu terwujud 
pemberian kesempatan yang harus 
dipertanggungjawabkan. 
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi daerah 
adalah hak mengatur dan memerintah daerah 
sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah 
pusat. 
Menurut C.J. Franseen (dalam Syarif Saleh.1953 : 
31) merumuskan otonomi sebagai hak untuk mengatur 
urusan-urusan daerah setempat dan menyesuaikan 
peraturan-peraturan yang sudah dibuat. 
Demikian juga J. Wajong, mengartikan otonomi 
daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan 
kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, 
menentukan hukum dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan 
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menurut Ateng Syarifuddin (1985) mengartikan otonomi 
sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan 
kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian 
itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 
dipertanggungjawabkan. 
Menurut UU No. 5 tahun 1974 Otonomi daerah adalah 
hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangakan menurut UU 
no. 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah adalah : kewenangan 
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk 
hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggungjawab 
badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumahtangga daerahnya sebagai manifestasi dari 
desentralisasi/devolusi (Riwukaho : 34). 
Dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi 
nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 
kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara 
nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan 
berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan 
otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 
pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak 
dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan 
kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai 
tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan 
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dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta 
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan 
daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-
prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan 
dengan memperhatikan aspek demokrasi, 
keadilan, pemerataan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah yang terbatas. 
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada 
otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh 
diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah 
kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan 
otonomi yang terbatas. 
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan 
kontibusi negara sehingga tetap terjalin 
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 
serta antar daerah. 
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih 
meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan 
karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota 
tidak ada lagi wilayah administrasi. 
f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih 
meningkatkan peranan dan fungsi badan 
legislatif daerah, baik fungsi legislatif, 
fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 
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g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada 
daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai 
wilayah administrasi untuk melaksanakan 
kewenangan sebagai wakil daerah. 
h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan 
dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah 
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan 
daerah kepada desa yang disertai dengan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber 
daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada 
yang menugaskannya.  
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah 
adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie 
dalam Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan 
pemberian otonomi daerah adalah : 
a. Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah 
yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah 
air Indonesia. 
b. Melancarkan penyerahan dana dan daya 
masyarakat di daerah terutama dalam bidang 
perekonomian. 
 
2. Konsep Keluarga Berencana 
Menurut WHO (dalam http://repository.usu.ac.id, 
diunduh pada 21 Januari 2012 pukul 21.15 WIB ), 
Keluarga Berencana adalah program yang bertujuan 
membantu pasangan suami isteri untuk, (1), Menghindari 
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kelahiran yang tidak diinginkan, (2) Mendapatkan 
kelahiran yang diingikan, (3) Mengatur interval 
diantara kehamilan, (4) Mengontrol waktu saat kelahiran 
dalam hubungan dengan umur suami dan isteri, (5) 
Menentukan jumlah anak dalam keluarga.  
Keluarga Berencana adalah pencegahan konsepsi 
atau pencegahan terjadinya pertemuan antara sel mani 
dari laki-laki dan sel telur dari wanita sekitar 
senggama. Sedangkan menurut Djoko Roesmoro (dalam 
http://repository.usu.ac.id, diunduh pada 21 Januari 
2012 pukul 21.20 WIB), Keluarga Berencana adalah upaya 
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat 
melalui pendewasaan usia perkawianan, pengaturan 
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan 
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil 
bahagia dan sejahtera.  
Sedangkan Keluarga Berencana menurut Mc Kenzie 
adalah sebagai proses penetapan jumlah dan jarak anak 
yang diinginkan dalam keluarga seseorang dan pemilihan 
cara yang tepat untuk mencapai keinginan tersebut. 
Tujuan Keluarga Berencana adalah meningkatkan 
kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan norma 
keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar 
bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui 
pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan 
penduduk Indonesia. Sedangkan dalam era otonomi daerah 
saat ini pelaksanaan program Keluarga Berencana 
nasional bertujuan untuk mewujudkan keluarga 
berkualitas memiliki visi, sejahtera, maju, bertanggung 
jawab, bertakwa dan mempunyai anak ideal, dengan 
demikian diharapkan : 
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a. Terkendalinya tingkat kelahiran dan 
pertambahan penduduk. 
b. Meningkatnya Jumlah peserta KB atas dasar 
kesadaran, sukarela dengan dasar pertimbangan 
moral dan agama. 
c. Berkembangnya usaha-usaha yang membantu 
peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, serta 
kematian ibu pada masa kehamilan dan 
persalinan. 
Sasaran dan target yang ingin dicapai dengan 
program Keluarga Berencana adalah bagaimana supaya 
segera tercapai dan melembaganya Norma Keluarga Kecil 
yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) pada masyarakat 
Indonesia. Sasaran yang mesti digarap untuk mencapai 
target tersebut adalah: 
a. Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan suami 
istri yang hidup bersama dimana istrinya 
berusia 15-49 tahun, yang harus dimotivasi 
terus-menerus sehingga menjadi pesrta Keluarga 
Berencana Lestari. 
b. Non PUS, yaitu anak sekolah, orang yang belum 
kawin, pemuda-pemudi, pasangan diatas 45 
tahun, tokoh masyarakat, dan 
c. Institusional yaitu berbagai organisasi, 
lembaga masyarakat, pemerintah dan swasta. 
 
3. Program Keluarga Berencana Di Era Otonomi Daerah 
Pada pasal 14 UU Pemerintahan Daerah yang baru 
(UU 32/2004) disebutkan bahwa kesehatan merupakan 
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah. Pelimpahan kewenangan kesehatan dari pusat ke 
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daerah dilakukan sejak otda dengan terbitnya UU 
22/1999. Dalam UU pemerintahan daerah yang lama, hal 
itu disebutkan pada pasal 11 bahwa di antara 
kewenangan yang dilimpahkan ke daerah adalah 
kewenangan kesehatan, termasuk program KB.  
Sebelum otda, pelaksanaan KB secara struktural 
dikoordinasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN). Setelah otda, KB secara penuh 
dilimpahkan kepada daerah. Berdasar Keputusan Presiden 
(Keppres) No 9/2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Nondepartemen pada pasal 114 disebutkan 
"Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan BKKBN 
di kabupaten/ kota dan Provinsi DKI Jakarta diserahkan 
kepada pemerintah daerah terhitung mulai 1 Januari 
2004." Keppres itu menggantikan Keppres sebelumnya (No 
103/2001). 
Ketika kewenangan urusan KB itu dilimpahkan, 
beragam reaksi diberikan kabupaten/kota. Belum ada 
pemahaman yang sama soal pelaksanaan program KB di 
daerah. Ada variasi kebijakan terhadap KB. Sebagian 
besar daerah menganggap bahwa KB bukanlah lembaga yang 
masuk skala prioritas karena dianggap bukan sektor 
strategis dan penting. Sebaliknya, itu merupakan 
sektor penghabis anggaran. 
Peran pemerintahan dalam implementasi kebijakan 
desentralisasi Keluarga Berencana diharapkan mampu 
menterjemahkan berbagai makna filosofis otonomi daerah 
ke dalam berbagai kebijakan operasional yang 
memungkinkan dapat menggerakkan peranserta dan 
kepedulian masyarakat sejak tahap formulasi kebijakan 
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operasional sampai pemanfaatan hasil implementasi 
Keluarga Berencana. Di tangan birokrasi, peran serta 
masyarakat dalam formulasi, implementasi dan evaluasi 
serta pemanfaatan hasil-hasil kebijakan daerah 
diartikulasi, diakomodir dan diagregasikan. Jadi 
implementasi kebijakan program tersebut sangat 
tergantung pada kapasitas, kapabilitas, kuantitas dan 
kualitas dari pola kepemimpinan pemerintahan yang ada, 
khususnya pada era otonomi daerah lebih banyak 
terletak pada kualitas kepemimpinan pemerintah 
kabupaten/kota. 
Pemerintah kabupaten/kota merupakan aktor yang 
menentukan berhasil atau tidaknya implementasi 
berbagai kebijakan Keluarga Berencana yang ada. Oleh 
karena itu, dituntut pemimpin yang menguasai teknis, 
konsepsi dan kemampuan interpersonal agar dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kemampuan 
kognitif diperlukan agar pemimpin mampu menganalisa 
persoalan, mengembangkan kreativitas dalam pemecahan 
masalah, mengidentifikasi kecenderungan dan pola yang 
terjadi di wilayahnya dan mengembangkan secara efektif 
perubahan sikap sesuai kebutuhan. Kemampuan 
interpersonal diperlukan agar pemimpin mampu 
menggerakkan masyarakat, membangun hubungan kerja 
sama, mengembangkan dan memelihara jaringan, mengerti 
kemampuan staf, memfasilitasi kerja sama tim dan 
memecahkan konflik secara baik. Kemampuan teknis 
diperlukan agar mengerti dan menjalankan setiap proses 
aktivitas termasuk keperluan yang menyangkut pelayanan 
di bidang Keluarga Berencana dan teknologi informasi 
yang diperlukan (Yukl, 2006:446). 
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Pemerintahan kabupaten/kota harus berusaha 
mengembangkan keunggulan komperatif dalam setiap 
pelayanan terhadap publiknya. Oleh karena itu, proses-
proses sehubungan dalam pengkajian dan penerapan 
strategi-strategi akan sangat tergantung pada siapa 
yang menjadi pimpinan serta kultur dari daerah 
tersebut. Menurut beberapa pengalaman tidak ada kiat 
atau resep yang dijamin pasti dan paling efektif dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan. Namun aspek yang 
penting bagi semua organisasi adalah adanya kesadaran 
strategis di mana pimpinan memahami betul sampai 
seberapa baiknya urusan pemerintahan yang diserahkan 
pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, 
bahwa urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana 
merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah. Untuk itu urusan pemerintahan 
tersebut perlu diatur melalui kebijakan publik 
pemerintahan tingkat lokal (by local government) 
sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) yang telah ditetapkan. 
Implementasi Program Keluarga Berencana Era 
Otonomi Daerah pada dasarnya program Keluarga Berencana 
di era otonomi daerah sudah mulai adanya perhatian dari 
Pemerintah Kota, namun belum dapat berjalan secara 
efektif, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan 
Daerah yang menjadi dasar tentang lembaga khusus yang 
menangani pelaksanan program KB tersebut. 
Hal ini sesuai dengan data yang ada pada BKKBN 
Pusat Oktober 2005 menunjukkan, dari 433 kabupaten/kota 
di seluruh Indonesia, baru 72,29 persen yang 
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mengakomodasi lembaga KB dalam bentuk perda, 1,08 
persen raperda, 21,71 persen SK bupati/wali kota, dan 
3,93 persen masih sebatas wacana. Kendati lembaga KB 
yang dibentuk dengan perda mencapai 310 kabupaten/kota, 
namun hanya sekitar 31 kabupaten/kota yang berupa dinas 
utuh. Sisanya dimerger dengan instansi lain dengan 
bentuk kelembagaan yang sangat bervariasi. 
Disisi lain permasalahan anggaran juga merupakan 
permasalahan yang sangat serius yang dihadapi oleh 
pemerintah daerah terkait dengan program KB, hal ini 
tentunya pemerintah daerah sangat mengharapkan adanya 
alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat melalui 
Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk lebih ditingkatkan, 
sehingga pelaksanaan program KB dapat mencapai sasaran 
pada masyarakat di tingkat desa bahkan sampai pada 
pelosok-pelosok desa sekalipun. 
Berkaitan dengan anggaran Rizal Malik yang 
merupakan Ketua pengurus harian Perkumpulan Keluarga 
Berencana Indonesia (PKBI). Kebutuhan tenaga SDM pun 
sangat kurang sekali. Kekurangan tenaga SDM ini bisa 
saja menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan 
program tidak berjalan dengan optimal. Disamping SDM 
juga anggaran. Sudah saatnya pemerintah memberikan 
sedikit perhatian terhadap para kader KB di tataran 
Desa, RW, dan juga RT. Karena tanpa mereka, program ini 
tidak akan pernah suskes terlaksana. Kader di tingkat 
Desa, RW, dan RT ini juga memberikan kontribusi 
terhadap kelangsungan program KB. Karena biasanya 
merekalah yang menjadi partner bagi petugas lapangan 
sebagai corong langsung terhadap warga masyarakat di 
pedesaan.  
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Selama ini, kader di tingkat Desa, RW, dan RT 
bekerja secara sukarela. Tidak mendapat gaji dan 
imbalan apa-apa kecuali pahala dari Tuhan yang Maha 
Bijaksana. Untuk kader tingkat desa (biasanya disebut 
Pos KB Desa), lebih sedikit beruntung karena 
mendapatkan sedikit imbalan atas kerja keras mereka dan 
biasanya hanya dibebankan pada APBDes (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa) dengan jumlah yang tidak 
seberapa. 
 
Kesimpulan 
Peran pemerintahan dalam implementasi kebijakan 
desentralisasi Keluarga Berencana diharapkan mampu 
menterjemahkan berbagai makna filosofis otonomi daerah 
ke dalam berbagai kebijakan operasional yang 
memungkinkan dapat menggerakkan peranserta dan 
kepedulian masyarakat sejak tahap formulasi kebijakan 
operasional sampai pemanfaatan hasil implementasi 
Keluarga Berencana. Di tangan birokrasi, peran serta 
masyarakat dalam formulasi, implementasi dan evaluasi 
serta pemanfaatan hasil-hasil kebijakan daerah 
diartikulasi, diakomodir dan diagregasikan. Jadi 
implementasi kebijakan program tersebut sangat 
tergantung pada kapasitas, kapabilitas, kuantitas dan 
kualitas dari pola kepemimpinan pemerintahan yang ada, 
khususnya pada era otonomi daerah lebih banyak terletak 
pada kualitas kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota. 
 
 
 *) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Sultan Fatah Demak 
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